PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DAN FASILITAS PENUNJANGNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit
berkewajiban untuk melakukan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan
tepat waktu;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
bagi usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa
sawit, Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan
dan mengembangkan instrumen pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan
Fasilitas Penunjangnya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur
Telp. 661031, 661029, 662088 Fax. (0541) 661094



10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3478);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran N egara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4043);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 441 1);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995
tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3586);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);
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12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004
tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan
Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan
Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4375);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
37 /Permentan/OT.140/8/06 tentang Pengujian,
Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
38/Permentan/OT.140/8/06 tentang Pemasukan
dan Pengeluaran Benih;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun
2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun
2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan
Gambut Untuk Budidaya Kelapa sawit;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun
2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha
Perkebunan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 10 Tahun 2013 tentang;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintah
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomorl 1);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DAN FASILITAS
PENUNJANGNYA.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat PPLH.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman
tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem
yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman
tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan
serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha
perkebunan dan masyarakat.

Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau
jasa perkebunan.Usaha perkebunan ini terdiri dari usaha budidaya
tanaman perkebunan dan usaha industry pengolahan hasil
perkebunan/usaha industry perkebunan.

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan
usaha tanaman perkebunan meliputikegiatan pratanam, penanaman,
pemeliharaan tanaman, permanen dan sortasi termasuk perubahan
jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.



9. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut
dengan usaha industri perkebunan adalah serangkaian kegiatan
penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman
perkebunan yang ditunjukkan untuk mencapai nilai tambah yang lebih
tinggi dan memperpanjang daya simpan.

10. Pelaku Usaha Pekebun adalah perkebunan dan perusahaan perkebunan
yang mengelola usaha perkebunan.

11. Perkebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan
usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

12. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia
atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan
skala tertentu.

13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang
pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

14. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah
zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat,
konsentrasi,dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk
hidup lain.

15. Skala tertentu adalah usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan
lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau
kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki ijjin usaha.

BAB II
MAKSUD
Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:

a.penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau
kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya;

b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit
dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup;dan

C. pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan/atau
dokumen lingkungan yang dimiliki usaha dan/atau kegiatan
perkebunan kelapa sawit.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha
dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya;



b. kewenangan dan tata cara pengawasan;dan

c. jenis usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dikelola,
terdiri dari usaha budidaya tanaman perkebunan.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

(1) Tahapan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitasi penunjangnya
meliputi:
a. tahap pra-konstruksi;
b. tahap konstruksi;
c. tahap operasi;dan
d. tahap pasca operasi.

(2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan tahapan
kegiatan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya, harus
berpedoman kepada pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang
dalam dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan yang
disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Pedoman pengeloaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) meliputi pengelolaan lingkungan hidup untuk lokasi
kegiatan yang meliputi:

lokasi emplasmen kebun;

lokasi pembibitan;

lokasi areal tanam;

jalan kebun;

gudang pupuk dan pestisida;

lokasi tangki timbun (bulking station) dan pelabuhan (jetty);
akses lokasi kegiatan kebun ke jalan umum;
. bengkel,

genset;

gudang penyimpanan B3 dan TPS limbah B3;
. lokasi pabrik Crude Palm Oil (CPO);dan

lokasi sekitar kegiatan kebun.
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(2) Komponen lingkungan yang terkena dampak dari kegiatan perkebunan
kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya antara lain:

a. komponen geo fisik kimia;

b. komponen biologi;

c. komponen sosial, ekonomi, budaya;dan
d. komponen kesehatan masyarakat.

(3) Dalam penyusunan dokumen lingkungan bagi kegiatan perkebunan
kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya berpedoman pada pedoman
pengelolaan lingkungan hidup ini.



(4) Pedoman pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 6
(1) Pengawasan terhadap lingkungan hidup kegiatan dan/atau usaha
perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya dilakukan oleh
SKPD terkait yaitu PPLH pada SKPD yang membidangi lingkungan hidup
dan SKPD yang membidangi perkebunan dan kehutanan, serta SKPD
terkait lainnya.

(2) Pengawasan dilakukan terhadap izin lingkungan dan pelaksanaan
dokumen lingkungan yang disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam melakukan pengawasan lingkungan, SKPD yang membidangi
lingkungan hidup membuat daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan
lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dipergunakan sebagai rekomendasi perbaikan pengelolaan lingkungan
hidup dan disampaikan kepada Bupati sebagai tolak ukur penilaian kinerja
dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan
perkebunan kelapa sawit dan fasilitas penunjangnya.

BAB VI
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 9

(1) Jenis-jenis usaha perkebunan kelapa sawit yang perlu pengelolaan
lingkungan hidup dibagi menjadi dua kelompok utama, terdiri atas :

a. usaha budidaya tanaman perkebunan;dan
b. usaha industri perkebunan.

(2) Usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pemantapan ketersediaan lahan;

b. perencanaan usaha budidaya tanaman perkebunan;

c. penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman
perkebunan;dan

d. pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.

(3) Usaha industri perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2014
BUPATI KUTAI KARTAN EGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong

pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGA

—— =l

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Iyﬁda
NIP. 19650302 199403 1 0011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 48
TAHUN 2014



